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Pernyataan Penulis  Abstract 

Penulis menyatakan bahwa 
penelitian ini dilakukan 
tanpa adanya hubungan 
komersial atau keuangan 
yang dapat dianggap 
sebagai potensi konflik 
kepentingan. 

 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan 
penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Pengadilan Agama, 
serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam konteks 
hukum administrasi negara. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa 
efektivitas penghapusan BMN dipengaruhi oleh ketersediaan data yang 
valid, regulasi yang operasional, serta kualitas kelembagaan pelaksana 
kebijakan. 

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan studi 
pustaka terhadap regulasi perundang-undangan dan observasi lapangan di 
Pengadilan Agama Arso. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
dokumentasi, wawancara, dan observasi partisipatif, yang kemudian 
dianalisis secara tematik dan konstruktif.  

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan 
BMN telah mengikuti prosedur normatif sebagaimana diatur dalam PMK 
83/PMK.06/2016, namun masih dihadapkan pada hambatan seperti 
ketidaklengkapan data aset, birokrasi yang berlapis, serta lemahnya 
pemahaman aparatur terhadap regulasi teknis. Pembentukan Tim Penertiban 
BMN terbukti sebagai solusi strategis yang mampu mempercepat proses 
penghapusan.  

Implikasi: Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan 
kebijakan pengelolaan aset negara berbasis prinsip good governance, serta 
merekomendasikan digitalisasi sistem informasi aset dan penguatan literasi 
hukum sebagai agenda penelitian lanjutan.  

Kata kunci: Penghapusan; Barang Milik Negara; Pengadilan Agama 

Pendahuluan 

Pengelolaan kekayaan negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), merupakan bagian 

integral dari sistem keuangan negara yang diatur dalam kerangka hukum positif. Dalam perspektif 

normatif, pengelolaan BMN harus mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk 

prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum,(Adfi & Siregar, 2022). Teori negara 

hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl menekankan bahwa segala bentuk pengelolaan 

aset oleh negara harus tunduk pada hukum sebagai norma tertinggi, tidak boleh berdasarkan kebijakan 

semata,(Nasir et al., 2022). Sementara itu, doktrin administrasi publik modern menekankan pada 

pentingnya strategic asset management sebagai instrumen untuk mendukung pelayanan publik yang 

efektif,(Tajudin et al., 2021). Dalam konteks tersebut, teori pengelolaan aset publik (public asset 
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management theory) memberikan fondasi konseptual bahwa negara, sebagai pemilik kolektif dari 

kekayaan nasional, berkewajiban untuk mengelola asetnya secara efisien dan bertanggung 

jawab,(Salmiah et al., 2018). Salah satu dimensi krusial dalam manajemen aset negara adalah tahap 

penghapusan BMN, yang bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan juga memiliki implikasi 

yuridis dan sosial. Menurut teori hukum administrasi, setiap tindakan hukum pemerintahan harus 

dilandasi oleh kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan publik maupun hak privat,(Irmajayanti et al., 2021). 

Implementasi penghapusan BMN di sejumlah instansi pemerintah kenyataannya masih 

menemui berbagai permasalahan. Salah satu fenomena yang mencuat adalah ketidaksesuaian antara 

prosedur hukum yang berlaku dengan praktik penghapusan di lapangan. Di banyak lembaga, 

termasuk di lingkungan lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama, proses penghapusan barang 

kerap kali tidak didasarkan pada kajian kondisi barang yang komprehensif, minim dokumentasi, serta 

lemahnya pertimbangan terhadap kemungkinan keterkaitan barang dengan pihak ketiga,(Suharsih et 

al., 2021). Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Sebagaimana 

diketahui, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 telah mengatur secara jelas prosedur 

pelaksanaan penghapusan BMN, termasuk persyaratan formal, keputusan pengelola barang, serta 

perlindungan terhadap potensi hak pihak ketiga,(Wardani & Hasibuan, 2022). Namun demikian, 

permasalahan muncul ketika interpretasi terhadap ketentuan ini berbeda-beda di tiap unit kerja, atau 

pelaksanaannya tidak konsisten karena minimnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya 

pengawasan internal, atau ketidaktepatan penilaian kondisi barang, (Madesen et al., 2018). 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan BMN dari perspektif anggaran, 

akuntansi, maupun aset tetap, seperti studi oleh Lestari (2020) dan Arifin (2021) yang menyoroti 

pentingnya sistem informasi manajemen aset dalam mendukung proses penghapusan barang. 

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman sistemik 

pengelolaan aset, tetapi belum banyak yang secara khusus membahas dimensi hukum dan prosedural 

penghapusan BMN pada lembaga peradilan, khususnya di level implementatif,(Hasbi Hanis et al., 

2011). Penelitian oleh Kurniawan (2022) yang menelaah prosedur penghapusan aset pada Kementerian 

Keuangan juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, namun dalam praktiknya masih 

banyak unit kerja yang melakukan penghapusan tanpa melalui analisis kebutuhan yang mendalam 

dan verifikasi status hukum aset. Selain itu, studi oleh Rahmawati (2021) juga menyoroti bahwa 

kurangnya pemahaman terhadap peraturan teknis menjadi salah satu faktor utama terjadinya 

kesalahan administratif dalam penghapusan aset,(Basri, 2021). 

Dari telaah pustaka tersebut, tampak bahwa aspek hukum substantif dalam penghapusan BMN 

masih belum menjadi fokus utama kajian ilmiah. Padahal, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan 

negara, penghapusan aset negara tidak hanya menyangkut aspek pengeluaran atau kehilangan aset, 

tetapi juga berkaitan dengan kewenangan hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, serta 

akuntabilitas publik atas pengelolaan barang yang berasal dari APBN. Kesenjangan utama yang 

muncul adalah belum adanya studi yang secara kritis menganalisis proses dan prosedur penghapusan 

BMN dalam perspektif hukum administrasi negara di instansi peradilan, seperti Pengadilan Agama. 

Hal ini penting, mengingat lembaga peradilan memiliki karakteristik khusus sebagai bagian dari 

kekuasaan kehakiman, tetapi tetap tunduk pada sistem administrasi negara dalam konteks 

pengelolaan aset. Selain itu, terdapat pula kekosongan dalam literatur terkait bagaimana keputusan 

penghapusan BMN dapat berimplikasi hukum terhadap tanggung jawab pejabat negara, serta 

perlindungan terhadap kemungkinan hak pihak ketiga yang belum terselesaikan terhadap objek 

barang yang hendak dihapus. Dengan demikian, kajian ini penting untuk membangun kerangka legal 

yang lebih presisi dalam penghapusan BMN. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kesenjangan teori-empiris tersebut, maka isu hukum 

yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip 

hukum administrasi negara dalam proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN), khususnya di 

lingkungan Pengadilan Agama, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dapat 
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dijamin dalam proses tersebut. Permasalahan hukum ini menjadi penting mengingat penghapusan 

BMN bukan hanya tindakan administratif biasa, melainkan tindakan hukum yang berpotensi 

menimbulkan akibat hukum, baik terhadap institusi negara maupun terhadap pihak eksternal yang 

berkepentingan. Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan, prosedur, dan akibat hukum dari 

tindakan penghapusan tersebut sangat relevan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ketentuan hukum 

positif yang mengatur penghapusan BMN diterapkan dalam praktik di Pengadilan Agama, sekaligus 

menilai sejauh mana mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap 

hak-hak yang melekat pada barang yang akan dihapus. Dalam hal ini, penelitian juga akan 

mengidentifikasi kriteria normatif terhadap barang yang layak dihapus serta analisis terhadap 

keputusan pengelola barang dan pengguna barang. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada 

pendekatannya yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis administrasi aset, tetapi juga 

menganalisis secara normatif prosedur hukum penghapusan, sekaligus memasukkan variabel 

perlindungan pihak ketiga sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan aset negara yang 

berkeadilan. Hal ini berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung terfokus pada aspek teknis 

anggaran atau sistem informasi manajemen aset. Melalui pendekatan yuridis normatif yang 

dikombinasikan dengan studi lapangan pada instansi Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum administrasi negara, serta menjadi 

rujukan dalam reformasi prosedur penghapusan BMN yang lebih responsif, transparan, dan 

berorientasi pada perlindungan hukum. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, 

pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasuistik, yang relevan untuk menjawab 

permasalahan mengenai prosedur hukum penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana 

diuraikan dalam latar belakang dan batasan masalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk 

menelaah doktrin dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menjadi dasar normatif 

pengelolaan BMN; pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi 

yang mengatur pengelolaan dan penghapusan BMN, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dan PMK No. 

83/PMK.06/2016; sedangkan pendekatan kasuistik digunakan untuk menganalisis kasus-kasus 

konkret di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan BMN. 

Subjek penelitian mencakup pejabat pengelola barang, pengguna barang, serta pemangku kepentingan 

lain yang terlibat dalam proses penghapusan aset. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap 

peraturan perundang-undangan, dokumen administratif, serta didukung oleh wawancara dan 

observasi lapangan guna memperkuat analisis normatif dengan fakta empiris. Pengumpulan data 

dilakukan secara sistematis menggunakan panduan wawancara dan lembar observasi, sedangkan 

analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan yang dihubungkan dengan teori dan norma hukum yang relevan. Prosedur penelitian ini 

disusun secara berurutan dan bermakna, sehingga dapat direplikasi dengan mempertimbangkan 

konteks hukum dan kelembagaan yang serupa. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Di Pengadilan Agama 

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu tahap penting 

dalam siklus manajemen aset negara yang secara yuridis dan administratif berfungsi untuk 

membebaskan tanggung jawab pengelolaan terhadap barang yang sudah tidak lagi memberikan 

manfaat atau tidak layak digunakan,(Obicci et al., 2021). Dalam konteks hukum administrasi negara, 

penghapusan BMN harus dipahami bukan sekadar proses administratif, melainkan sebagai tindakan 
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hukum yang memiliki konsekuensi terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan 

negara,(Swardhana & Monteiro, 2023). Berdasarkan temuan penelitian di lingkungan Pengadilan 

Agama, pelaksanaan penghapusan BMN telah mengikuti regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan BMN,(Syaipudin, 2020). Temuan 

ini mengindikasikan bahwa secara normatif prosedur telah tersedia dan cukup rinci, namun masih 

diperlukan penguatan dalam aspek implementatif dan konsistensi prosedural di tingkat teknis. 

Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN di Pengadilan 

Agama, khususnya untuk barang bergerak seperti kendaraan dinas roda dua, telah melalui tahapan 

prosedural yang sesuai. Proses dimulai dari identifikasi kelayakan barang untuk dihapus, pengajuan 

usulan kepada pengelola barang, verifikasi administratif, hingga pelaksanaan pelelangan melalui 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),(Firmansyah et al., 2020). Dalam kasus yang 

diteliti, alasan penghapusan didasarkan pada kerusakan berat yang menyebabkan kendaraan tidak lagi 

layak pakai, serta pertimbangan ekonomis bahwa biaya pemeliharaan melebihi manfaat yang 

diperoleh. Prosedur ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia penghapusan, 

penilaian harga limit, pelaksanaan lelang, serta pelaporan hasil kepada otoritas yang berwenang. 

Temuan ini menegaskan adanya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam 

pengelolaan aset negara di lingkungan peradilan. 

Dalam konstruksi hukum yang lebih luas, pelaksanaan penghapusan BMN juga perlu dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan teori administrasi negara dan teori kepatuhan hukum (legal 

compliance theory). Teori administrasi negara menekankan pentingnya integrasi antara regulasi 

normatif dengan kapabilitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya negara secara efisien dan 

efektif,(Adellya Salsabilla Hermawan, 2022). Sementara itu, teori kepatuhan hukum memandang 

bahwa keberhasilan implementasi suatu regulasi bergantung pada pemahaman, kapasitas, dan 

integritas aparatur yang menjalankannya. Dalam konteks ini, pelaksanaan penghapusan BMN yang 

baik bukan hanya bergantung pada kelengkapan prosedur, tetapi juga pada kualitas sumber daya 

manusia yang menjalankan serta efektivitas sistem pengawasan yang dibangun oleh negara,(Agung 

Arishandy & Sukmana, 2023a). Pendekatan kebijakan publik juga menjadi pisau analisis yang penting 

dalam menilai pelaksanaan penghapusan BMN. Kebijakan pengelolaan aset negara termasuk di 

dalamnya kebijakan penghapusan, adalah bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya negara demi kepentingan publik. Ketika kebijakan 

tersebut berhasil diimplementasikan dengan benar, maka akan terjadi efisiensi anggaran, pengurangan 

beban pemeliharaan barang tidak produktif, serta peningkatan akuntabilitas publik,(Sari et al., 2024). 

Dalam hal ini, regulasi yang ada seperti PMK 83/PMK.06/2016 dan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 

2020 memberikan kerangka hukum yang jelas, namun tetap memerlukan strategi pelaksanaan yang 

fleksibel dan adaptif di lapangan agar tidak terjadi stagnasi administratif,(Saputra, 2023). 

Dari hasil penelitian, juga ditemukan bahwa prosedur pelaksanaan penghapusan di Pengadilan 

Agama masih menghadapi hambatan struktural, seperti kurangnya data terintegrasi mengenai kondisi 

barang, belum lengkapnya dokumentasi fisik maupun legal, serta masih minimnya koordinasi antara 

Pengguna dan Pengelola Barang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif 

dan pelaksanaan empiris, yang apabila tidak diatasi dapat berimplikasi terhadap pertanggungjawaban 

hukum dan administrasi keuangan negara. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui 

pembentukan Tim Penertiban BMN dan peningkatan kapasitas teknis aparatur yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan dan penghapusan aset,(Ishak et al., 2022). Secara keseluruhan, pelaksanaan 

penghapusan BMN pada Kantor Pengadilan Agama menunjukkan kecenderungan positif terhadap 

kepatuhan prosedural, meskipun masih menyisakan tantangan dalam aspek teknis dan dokumentatif. 

Penelitian ini merekomendasikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaporan, 

pengawasan, dan pengarsipan dokumen penghapusan agar akuntabilitas hukum dapat dijaga. Dengan 

demikian, penghapusan BMN bukan hanya menjadi langkah akhir dari siklus hidup aset, melainkan 

juga wujud nyata dari prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan, 

efisien, dan akuntabel. 
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Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Di Pengadilan Agama 

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Pengadilan 

Agama Arso tidak terlepas dari sejumlah hambatan yang bersifat administratif, teknis, dan struktural. 

Berdasarkan temuan penelitian, hambatan utama yang paling nyata adalah belum lengkapnya data 

mengenai jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikan aset. Ketidaksempurnaan data ini 

menyebabkan kesulitan dalam menentukan mana saja aset yang layak dihapus, sehingga proses 

inventarisasi dan perencanaan penghapusan berjalan lambat,(Pauweni et al., 2017). Hambatan ini 

berakar dari absennya sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi secara digital, yang 

mengakibatkan perbedaan informasi antara unit pengguna barang dan pengelola barang. Ketiadaan 

database yang akurat juga berimplikasi pada kesalahan penyusunan neraca aset negara yang 

berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah,(Karsam et al., 2019). 

Secara khusus, hambatan tersebut juga diperparah dengan kondisi regulasi yang masih tersebar 

dalam berbagai peraturan dan belum terintegrasi dalam satu sistem hukum yang komprehensif. 

Walaupun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan PMK Nomor 83 Tahun 2016 

telah memberikan dasar hukum untuk penghapusan BMN, namun dalam praktiknya banyak aparatur 

yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan teknis pelaksanaannya,(Ma’ruf & Wardhani, 

2022). Hal ini memunculkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keraguan dalam 

menyusun dokumen penghapusan, hingga potensi maladministrasi. Situasi ini membuktikan bahwa 

selain aspek hukum formal, kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi 

menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan penghapusan BMN. 

Dari sudut pandang konstruksi hukum, hambatan-hambatan ini dapat dianalisis menggunakan 

pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan 

bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan kultur hukum,(Ilyas et al., 2022). Dalam 

konteks ini, struktur hukum yang dimaksud adalah kelembagaan pengelolaan aset negara, seperti 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta unit pengguna barang. Substansi hukum 

meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur penghapusan BMN, sementara kultur 

hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan aparatur terhadap hukum. Ketika salah 

satu dari ketiga elemen ini lemah dalam hal ini terutama pada struktur dan kultur hukum maka 

efektivitas sistem penghapusan BMN menjadi terganggu,(Rokfa et al., 2020). Dengan demikian, 

pembenahan kelembagaan dan peningkatan pemahaman terhadap hukum merupakan prasyarat 

utama dalam memperbaiki tata kelola penghapusan aset negara. 

Upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait, sebagaimana ditemukan dalam penelitian, 

adalah pembentukan Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagai respon terhadap permasalahan 

yang ada. Tim ini memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan, mengkoordinasikan 

inventarisasi, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan aset negara. Pendekatan 

ini sesuai dengan prinsip policy implementation dalam teori kebijakan publik, yang menekankan 

pentingnya pelibatan aktor pelaksana kebijakan secara aktif agar kebijakan berjalan 

efektif,(Radovanovic & Haas, 2023). Tim ini menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengawal 

pelaksanaan aturan, sekaligus sebagai katalisator untuk mempercepat proses penghapusan melalui 

pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif. 

Penerapan Tim Penertiban ini juga selaras dengan pendekatan governance theory, yang 

mengedepankan kerja sama antarlembaga dan pembagian peran yang jelas dalam pengelolaan sektor 

publik. Dalam praktiknya, tim ini beranggotakan unsur dari KPKNL dan Pengadilan Agama yang 

berkolaborasi melakukan validasi data, menetapkan status barang, dan memberikan rekomendasi 

penghapusan,(Agung Arishandy & Sukmana, 2023b). Model kolaboratif ini diharapkan mampu 

menutup celah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan aset negara, yaitu 

ketidaksinergisan antarunit organisasi. Dengan penguatan koordinasi dan pemutakhiran data, maka 

target efisiensi dan transparansi dalam penghapusan BMN dapat lebih mudah tercapai. 
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Keseluruhan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penghapusan BMN 

secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih memerlukan 

reformasi pada aspek teknis, kelembagaan, dan budaya hukum aparatur. Hambatan berupa 

ketidakterpaduan data dan belum optimalnya regulasi teknis menjadi persoalan mendasar yang harus 

segera diatasi. Sementara itu, inisiatif pembentukan Tim Penertiban menjadi praktik baik yang dapat 

direplikasi di instansi lain sebagai bentuk adaptasi terhadap kompleksitas pengelolaan aset negara. 

Dengan memperkuat struktur kelembagaan, memperjelas regulasi, dan meningkatkan literasi hukum 

para pelaksana, maka proses penghapusan BMN akan berjalan lebih tertib, efisien, dan berkeadilan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. 

Diskusi 

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Di Pengadilan Agama 

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan tahapan akhir dari siklus 

pengelolaan aset negara yang memiliki dimensi yuridis, administratif, dan ekonomis. Berdasarkan data 

hasil penelitian, pelaksanaan penghapusan BMN di lingkungan Kantor Pengadilan Agama dilakukan 

sesuai dengan ketentuan normatif yang tertuang dalam berbagai regulasi, khususnya Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016,(Firmansyah et al., 2020). Prosedur ini 

menekankan pentingnya evaluasi kondisi fisik dan ekonomis barang sebelum diusulkan untuk 

dihapuskan. Data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa kendaraan 

dinas roda dua yang dihapus berada dalam kondisi rusak berat, dengan nilai pemeliharaan yang tidak 

sebanding dengan nilai manfaatnya. Proses penghapusan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan 

permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk proses lelang terbuka, 

yang membuktikan bahwa klaim pelaksanaan sesuai aturan memperoleh dukungan nyata dari data 

lapangan. 

Fakta menunjukkan bahwa penghapusan tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui 

kajian administratif dan teknis terlebih dahulu oleh Tim Penertiban BMN. Keputusan untuk 

melakukan penghapusan atas barang dinas tersebut telah melalui mekanisme penilaian yang mengacu 

pada standar teknis dalam PMK 83/2016,(Wardani & Hasibuan, 2022). Salah satu temuan penting 

adalah bahwa instansi telah melaksanakan penilaian terhadap usia teknis barang, biaya perawatan, 

serta ketersediaan barang pengganti yang lebih efisien. Dalam hal ini, terdapat kesesuaian antara 

prosedur aktual dan konsep dasar dalam manajemen aset negara yang bertujuan mewujudkan efisiensi 

dan efektivitas. Artinya, tindakan administratif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama telah 

memenuhi prinsip dasar value for money dalam pengelolaan barang milik negara,(Rokfa et al., 2020). 

Pengolahan data juga menunjukkan bahwa dokumen penghapusan, seperti Surat Keputusan 

Penghapusan, berita acara serah terima, hingga risalah lelang, telah disusun dan disampaikan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mendukung klaim bahwa proses administrasi berjalan dalam 

koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini menjadi penting karena 

mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di sisi lain, praktik ini 

menunjukkan bagaimana konsep good governance diimplementasikan secara konkret dalam proses 

pengelolaan aset publik, terutama dalam instansi peradilan yang juga menjadi simbol tegaknya 

supremasi hukum,(Adellya Salsabilla Hermawan, 2022). 

Dalam konteks normatif, pendekatan hukum administrasi negara menggarisbawahi bahwa 

setiap tindakan pemerintahan, termasuk penghapusan BMN, harus memiliki dasar hukum, 

kewenangan, dan prosedur yang sah. Data yang terkumpul melalui wawancara mendalam 

mengonfirmasi bahwa pelaksanaan penghapusan telah sesuai dengan pendelegasian kewenangan 

yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai 

representasi pengelola barang negara telah memberi persetujuan tertulis atas permohonan 

penghapusan dari pengguna barang,(Swardhana & Monteiro, 2023). Hubungan antara regulasi dan 

praktik lapangan ini membuktikan bahwa klaim penerapan asas legalitas dalam penghapusan BMN 

adalah valid dan relevan. 
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Penelitian ini menunjukkan adanya variabel hambatan teknis yang muncul dalam implementasi 

penghapusan. Salah satu hambatan utama adalah belum terintegrasinya sistem database BMN secara 

menyeluruh yang menyebabkan keterlambatan dalam identifikasi barang yang layak untuk dihapus. 

Misalnya, dalam dokumentasi awal ditemukan bahwa beberapa kendaraan dinas tidak segera 

diusulkan untuk dihapuskan meskipun telah melampaui usia teknis dan tidak lagi produktif. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa kendala sistem informasi dan kapasitas manajerial masih menjadi 

titik lemah dalam sistem pengelolaan aset negara, khususnya di satuan kerja tingkat daerah. 

Pengolahan hasil observasi juga menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan penghapusan BMN sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparatur terhadap regulasi teknis. Dalam beberapa kasus, 

petugas pelaksana di tingkat pengguna barang masih belum sepenuhnya memahami mekanisme 

administratif yang diperlukan untuk mengajukan penghapusan,(Irmajayanti et al., 2021). Misalnya, 

terdapat kekeliruan dalam menyusun dokumen penilaian teknis yang menyebabkan pengajuan 

permohonan dikembalikan oleh KPKNL untuk dilengkapi. Fakta ini mendukung klaim bahwa 

kapasitas sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan 

penghapusan yang efektif dan efisien. 

Dari perspektif kebijakan publik, pelaksanaan penghapusan BMN yang tertib dapat mencegah 

pemborosan anggaran negara dan mengurangi biaya pemeliharaan barang tidak produktif. Temuan 

dari proses pelelangan menunjukkan bahwa barang-barang yang telah dinyatakan layak dihapuskan 

ternyata masih memiliki nilai jual melalui mekanisme lelang negara, yang hasilnya disetor kembali ke 

kas negara,(Suharsih et al., 2021). Ini mengindikasikan bahwa kebijakan penghapusan tidak hanya 

bersifat mengurangi beban inventaris, tetapi juga memberikan nilai tambah fiskal yang bermanfaat 

bagi keuangan negara. Dengan demikian, penghapusan BMN menjadi bagian dari strategi optimalisasi 

aset yang berbasis pada prinsip efektivitas kebijakan publik. Jika dikaitkan dengan teori administrasi 

publik, temuan penelitian ini menguatkan argumen bahwa birokrasi publik yang profesional dan 

patuh hukum akan mampu melaksanakan pengelolaan aset dengan baik. Prosedur yang dilalui dalam 

kasus ini menunjukkan bahwa institusi peradilan sebagai bagian dari birokrasi negara memiliki 

komitmen dalam menjalankan fungsinya secara akuntabel. Keberadaan panitia penghapusan, 

prosedur lelang, serta pelaporan hasil pelelangan yang tepat waktu menunjukkan penerapan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam praktik. 

Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya supervisi berjenjang dan sistem pengawasan 

internal dalam pelaksanaan penghapusan BMN. Keterlibatan Kantor Wilayah, Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung, serta KPKNL sebagai otoritas pengelolaan menunjukkan bahwa 

mekanisme pengawasan vertikal berjalan sesuai dengan struktur hukum yang ditetapkan,(Suharsih et 

al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa klaim mengenai perlunya pengawasan terstruktur dalam 

pelaksanaan penghapusan BMN sepenuhnya didukung oleh bukti empirik yang ditemukan di 

lapangan. Meskipun hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan yang telah sesuai dengan regulasi, 

tetap ditemukan ruang untuk perbaikan. Salah satu aspek yang disoroti adalah lamanya proses 

birokrasi yang harus dilalui sebelum keputusan penghapusan dapat dieksekusi. Waktu tunggu antara 

pengajuan hingga pelelangan membutuhkan proses administratif yang cukup panjang, yang secara 

potensial menimbulkan inefisiensi jika tidak diimbangi dengan sistem informasi yang responsif. 

Dengan demikian, diperlukan inovasi digitalisasi dalam sistem pengelolaan BMN agar proses 

penghapusan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. 

Secara sintesis, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN pada 

Kantor Pengadilan Agama telah berada dalam jalur yang sesuai dengan prinsip legalitas, efektivitas, 

dan akuntabilitas. Temuan penelitian membuktikan bahwa penghapusan dilakukan dengan 

memperhatikan aspek teknis dan ekonomis, melalui prosedur administratif yang telah ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Namun, untuk meningkatkan kualitas implementasi ke depan, perlu 

dilakukan peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem data aset, serta penyederhanaan prosedur 

birokrasi melalui dukungan sistem teknologi informasi. 
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Dengan demikian, diskusi ini secara tegas menyimpulkan bahwa pelaksanaan penghapusan 

BMN bukan hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga representasi dari keberhasilan negara 

dalam menata manajemen aset secara hukum, terukur, dan efisien. Proses ini sekaligus menjadi 

indikator kedewasaan kelembagaan dalam mengelola aset negara dengan bertanggung jawab, 

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 

prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik. 

Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Di Pengadilan Agama 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada 

Kantor Pengadilan Agama Arso mengalami beberapa hambatan struktural dan administratif yang 

berdampak pada kelambatan prosedur dan kurang optimalnya pengelolaan aset negara. Hambatan 

utama yang diidentifikasi adalah belum lengkapnya data aset terkait jumlah, nilai, kondisi, dan status 

kepemilikannya. Data ini diperoleh dari analisis dokumen internal serta hasil wawancara dengan 

pejabat penanggung jawab BMN di unit kerja tersebut. Ketidaklengkapan ini menghambat 

penyusunan Neraca Barang Milik Negara dan membuat proses penghapusan harus menunggu waktu 

yang lebih lama karena adanya kebutuhan validasi ulang terhadap informasi barang. Fakta tersebut 

diperkuat dengan hasil dokumentasi yang menunjukkan bahwa beberapa barang yang secara fisik 

sudah tidak layak pakai masih tercatat aktif dalam daftar inventaris. Ini menandakan lemahnya proses 

updating data dan minimnya monitoring periodik atas kondisi fisik aset. Jika dikaitkan dengan teori 

manajemen aset publik, maka kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar siklus hidup aset yang 

menekankan evaluasi berkala terhadap manfaat dan nilai guna barang dalam mendukung pelayanan 

publik. Hambatan ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran karena barang-barang tersebut 

tetap menyerap biaya pemeliharaan tanpa memberi kontribusi nyata terhadap operasional lembaga. 

Data yang diproses dari pengamatan langsung juga menunjukkan bahwa ketidakterpaduan 

sistem pencatatan aset menyebabkan ketidaksinkronan antara laporan pengguna barang dan pengelola 

barang. Ketika tim peneliti mencocokkan daftar inventaris barang (KIB/DIB) dengan kondisi riil di 

lapangan, ditemukan ketidaksesuaian baik dalam jumlah maupun dalam status hukum barang. Hal ini 

membuktikan bahwa pengelolaan administrasi aset belum sepenuhnya menggunakan sistem 

informasi terintegrasi, padahal PMK Nomor 83 Tahun 2016 menuntut tersedianya data aset yang valid 

sebelum penghapusan dapat dilakukan, (Swardhana & Monteiro, 2023). Kelemahan sistem ini 

mendukung hipotesis awal bahwa penyebab utama tidak optimalnya penghapusan BMN adalah 

lemahnya sistem pendataan dan pelaporan internal. Permasalahan lainnya muncul dari segi regulasi 

yang masih bersifat parsial dan tersebar dalam beberapa peraturan, sehingga pelaksana di tingkat 

satuan kerja harus merujuk pada banyak dokumen hukum yang berbeda. Dalam konteks teori sistem 

hukum dari Lawrence M. Friedman, hal ini menandakan bahwa substansi hukum (aturan hukum 

tertulis) belum mendukung sistem yang operasional dengan baik karena belum disusun dalam bentuk 

yang aplikatif dan terpadu,(Ilyas et al., 2022). Dalam wawancara, aparatur pelaksana bahkan menyebut 

perlunya pelatihan ulang secara berkala agar mereka memahami perkembangan regulasi, khususnya 

dalam konteks penghapusan barang. 

Dari sisi struktur hukum, ditemukan pula fakta bahwa tidak semua satuan kerja memiliki Tim 

Penertiban BMN yang aktif bekerja. Meskipun terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung dan 

instrumen kebijakan internal untuk mendorong pembentukan tim ini, namun belum semua instansi 

menindaklanjutinya secara optimal,(Tajudin et al., 2021). Akibatnya, tugas-tugas seperti verifikasi 

kondisi barang, penilaian, dan pengusulan penghapusan menjadi terbebani pada satu atau dua 

personel yang tidak cukup terlatih. Hal ini bertentangan dengan hipotesis bahwa seluruh penghapusan 

BMN dilakukan oleh tim yang memiliki kapasitas teknis dan yuridis yang cukup. Temuan lain dari 

pengolahan data menunjukkan bahwa meskipun proses penghapusan BMN dilakukan sesuai 

prosedur, tetapi birokrasi yang panjang menjadi hambatan tersendiri. Proses yang harus dilalui mulai 

dari usulan internal, rekomendasi Kanwil, persetujuan dari DJKN, hingga pelaksanaan lelang 

memerlukan waktu yang lama. Data pengajuan yang dianalisis menunjukkan bahwa rata-rata proses 

penghapusan untuk satu kendaraan dinas dapat memakan waktu antara 4 hingga 7 bulan. Hal ini tentu 

tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dalam manajemen publik dan memperlihatkan lemahnya 

koordinasi antarlembaga. 
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Upaya yang perlu dilakukan Kantor Pengadilan Agama Arso dalam mengatasi hambatan 

tersebut menunjukkan arah yang progresif. Dibentuknya Tim Penertiban BMN dengan melibatkan 

unsur dari KPKNL menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses inventarisasi dan pengusulan 

penghapusan,(Adfi & Siregar, 2022). Hasil observasi terhadap aktivitas tim menunjukkan adanya 

kemajuan signifikan dalam pendataan ulang barang serta pelaporan administrasi aset secara lebih 

sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa kendala struktural dapat diatasi melalui pembentukan 

mekanisme kelembagaan yang terfokus dan responsif. Jika dianalisis menggunakan pendekatan 

kebijakan publik, maka pembentukan Tim Penertiban BMN mencerminkan model policy response 

terhadap kelemahan implementasi kebijakan penghapusan aset. Keberadaan tim ini mendukung 

implementasi kebijakan yang lebih fleksibel di tingkat lokal dan menunjukkan bahwa lembaga negara 

mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan teknis melalui kebijakan institusional,(Basri, 2021). 

Selain itu, tim ini menjadi jembatan koordinatif antara pengguna barang dan pengelola barang, yang 

selama ini menjadi titik lemah dalam pelaksanaan penghapusan. 

Kebijakan tersebut juga bersesuaian dengan teori good governance yang menekankan prinsip 

kolaborasi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, kolaborasi 

antara Kantor Pengadilan Agama dengan KPKNL menjadi bentuk sinergi antarlembaga yang efektif. 

Data yang dianalisis dari laporan pelaksanaan menunjukkan bahwa setelah dibentuknya tim, waktu 

penyelesaian penghapusan dapat dipangkas menjadi 2 bulan samapai dengan 3 bulan, yang 

sebelumnya dapat mencapai lebih dari 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa upaya kebijakan yang 

didasarkan pada pembentukan struktur operasional yang tepat dapat memberikan dampak langsung 

terhadap efisiensi layanan. Selain dari sisi kelembagaan, aspek budaya hukum juga menjadi perhatian. 

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian aparatur masih menganggap penghapusan 

aset sebagai kegiatan administratif semata tanpa menyadari implikasi yuridisnya. Pemahaman yang 

rendah terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan barang negara berpotensi menimbulkan 

penyimpangan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi 

penting dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan literasi hukum administrasi negara bagi 

seluruh pengelola aset di satuan kerja melalui pelatihan rutin dan sosialisasi regulasi terkini. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN 

tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh integrasi sistem data, kapasitas 

kelembagaan, dan pemahaman aparat terhadap hukum dan tanggung jawab publik. Hasil penelitian 

ini secara empiris mendukung hipotesis bahwa pengelolaan aset yang baik tidak dapat dilepaskan dari 

dukungan sistem informasi yang handal, struktur kelembagaan yang kuat, serta budaya hukum yang 

berkembang. Maka dari itu, untuk mewujudkan penghapusan BMN yang tertib dan efisien, diperlukan 

reformasi teknis dan kultural secara simultan yang mencakup pembenahan database, penyeragaman 

prosedur, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan mekanisme pengawasan berbasis hukum. 

Kesimpulan 

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Pengadilan 

Agama telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 83 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan BMN. Penelitian ini menemukan bahwa proses 

penghapusan BMN, khususnya terhadap kendaraan dinas roda dua, telah mengikuti tahapan-tahapan 

prosedural mulai dari identifikasi, pengajuan, persetujuan, hingga pelelangan melalui KPKNL. 

Meskipun demikian, proses tersebut tidak lepas dari sejumlah hambatan yang bersifat teknis dan 

administratif, seperti belum lengkapnya data aset, belum optimalnya sistem pencatatan, serta 

lemahnya koordinasi antarunit kerja. Upaya pembentukan Tim Penertiban BMN menjadi salah satu 

langkah strategis yang terbukti efektif dalam mendorong percepatan proses penghapusan dan 

memperbaiki tata kelola aset negara. 

https://doi.org/10.55098/jolr.v3i2.170


Journal of Law Review, 3(2), 2024. 95-105 
DOI: https://doi.org/10.55098/jolr.v3i2.170    

 

104 

Nilai penting dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas praktik 

pelaksanaan penghapusan BMN di institusi peradilan, yang selama ini masih jarang mendapat sorotan 

dalam studi hukum administrasi negara. Secara ilmiah, penelitian ini memperkaya khazanah literatur 

mengenai pengelolaan aset negara dari perspektif hukum dan kebijakan publik dengan menggunakan 

pendekatan teori administrasi, kepatuhan hukum, serta sistem hukum. Dari sisi praktis, penelitian ini 

menawarkan analisis yang aplikatif dan reflektif terhadap persoalan konkret dalam pengelolaan BMN, 

sekaligus memberikan rekomendasi kelembagaan yang dapat diterapkan tidak hanya di Pengadilan 

Agama, tetapi juga di instansi pemerintahan lainnya yang menghadapi kendala serupa dalam 

pelaksanaan penghapusan aset. 

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif, terdapat 

beberapa batasan yang perlu dicatat. Studi ini difokuskan pada satu lokasi penelitian, yaitu Kantor 

Pengadilan Agama Arso, sehingga generalisasi temuan ke unit kerja lain perlu dilakukan secara hati-

hati. Selain itu, keterbatasan dalam akses data digital dan keterbatasan jumlah informan menjadi 

tantangan dalam memperluas cakupan analisis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk 

mengeksplorasi pelaksanaan penghapusan BMN pada berbagai instansi dan level pemerintahan, serta 

mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dalam mengukur efektivitas kebijakan pengelolaan aset 

negara. Penelitian komparatif lintas lembaga atau wilayah juga dapat menjadi alternatif untuk 

memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan solusi pengelolaan BMN secara nasional. 
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